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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1379 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL MUKARROMAH KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

Mengingat

A bahwa dalam rangke pelaksansan ketentuun Pasal 8 ayat ()
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyclenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan (an
operasional terhadap Raudharul Athfal Swasta di lngkungan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinai Juwa Tengah,

b. bahwa dalam rungka meningkatkun akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalul
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesun dengan standar nasional pendidikan;

¢, bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, tekmnis,
dan kelayakan yang telah ditetaplkan;

& babwa berdasarkan pertimbangun sebagsimana dimaksud dalam
hurul a, b, dan ¢ di atss, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengoh teatang
Pemberian  l2in Operasional Pendinian  Raudhatul Athfal Al
Mukarromah Kebumen Kabupaten Kebumen;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikun Nosional (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun
2003 Nu::rn. Tambahun Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4301}

2. Undang-Undang Nomor 14 Tubun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik indoncsia Nomor 4586}

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nusional Pendidilan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tuhun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 4496 scbagaimana telah diubab deéngan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peruturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidilkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



4, Permtumn  Pemerintsh Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar  (Lembaran  Negars Republik  Indonesia Tuhun 2008
Nomor G0, Tambahsn Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomor 4563);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tabun 2008 tenuang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4941);

7. mmmmnmmxommwm
dan Penyclenggarsen Pendidikan (Lembaran Negars Repubiik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan I.cmlunn Negara
Republik Indonesta Nomor 5150) schugnimana telah dlubal
dongan Perataran Pemerintali Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atgs Pernturan Pemerintoh Nomor 17 Tahun 2010
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembamn
Indopesia Tabun 2010 Nomor 112, Tambahan

Lombarnn Negara Repudlik indonesia Nomor 5157);

8, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tabun 2007
Standar Sarsna dan Prasarana Untuk Sckolah Dusar/Muadrasah
Ibtidaiyah (SD/MI), Sckolah Menengah Pertama/Madrasah
Taanawiyah [BMP/MTy), dan Sekolah Menengah Atas/Madrassh
Aliyah [SMA/MA});

9hmunnuenmmmumlshhun')0w

Nomor 15 Tehun 2010 tentang Stundar Pelayonan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kotat

10, Pernturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidilan Agama fslam pada Sekolah
(Beritn Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206}
schagaimana telah divbah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 lentang Perubaban Atas Peraturan Menteri
Agrma Nomor 2 Tahun 2012 wniang Pengawss Madmsah dan
Pengawas Pendidikan Agama lslam pada Sckolah (Beritn Negam

Republik Indonesls Tahun 2013 Nomor 684,

11, Peraturan Menterl Agama Nomor 90 Tahun 2013 tontang
Penyelengguran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagsimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menterl Agania Nomor
90 Tahun 2013 wntang Penyelenggarnan Pendidikan Madeasah
(Berita Negara Hepoblik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

12, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 rentang
Orpaninasi dan Tata Kerja Instansé Vertiknl Kementerian
(Berita Negara Republik Indonesta Tahun 2019 Nomor 1115).

MEMUTUSKAN:, .,



KESATY

KEDUA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA  TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL MUKARROMAH
KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN,

Memberikan lain Operastonal Pendirian Moadrasah  kepada
Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka wakwi 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang

bersanghuten wajib:

4. Mcnyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal
kepadta Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabuputen/Kots setempat yang memust paling  sodikit

Provinsi Jawa Tengnh sesusl  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Dalam  Kal perkembangan Raudharul Athisl sebsgaimana
dimalosud dalam Diktum KEDUA hurufl o dinilai memenubi
stundar pelayunan  minimal  penyclenggnrasn  pendidikan
dan/uting hasl akreditass  sebagnimana dimaksud  Diktum
KEDUA hurtf b mendapat peringkat minimal C, maka izin
operasional scbugnimena dimaksud dalum Diktum KESATU
tetip berlaku,

Dalam  hal perkembangan Raudhatul Athfal scbagaimana
dimaksud dalam Dikrum KEDUA huruf a dinilal memenuhi
standar pelayansn  minimal  penyclenggarsan  pendidilan
dun/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksod Diktum
KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka
igin  operasional scbagaimana dimekwud dalam  Diktum
KESATU dicabut.

Keputusan ini mulni berlaky pada tanggal ditctapkan,

Ditetapkan di Semarany,
pacda tunggal 14 Mei 2020
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